BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Dr. H. MOHAMAD RABAIN KABUPATEN MUARA ENIM

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan
struktur organisasi pada Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, maka
perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan,
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain
Kabupaten Muara Enim;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 49 Tahun 2020 tentang Susunan, Kedudukan,
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten
Muara Enim;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



10.

11.

12.

13.

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 525);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019
Nomor 8);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN
2020 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H.
MOHAMAD RABAIN KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49
Tahun 2020 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi
dan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim (Berita
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 49)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit, terdiri dari:
a. Direktur;
b. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan,
membawahi :
1. Bagian Administrasi dan Umum;
2. Bagian Keuangan; dan
3. Bagian Bina Program dan Publikasi;
c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi :
1. Bidang Pelayanan Medik dan Rekam Medik;
2. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
3. Bidang Pelayanan Penunjang;
Komite;
Instalasi;
Satuan Pengawas Internal; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

-0 A

(2) Masing-masing Wakil Direktur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ¢ berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(3) Bagian dan Bidang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Sumber Daya Manusia Rumah Sakit terdiri atas :
a. Pejabat Pengelola; dan
b. Pegawai.

(5) Pejabat Pengelola Rumah Sakit sebagaimana
dimaksud ayat (4) huruf a terdiri atas :
a. Pemimpin;
b. Pejabat Keuangan; dan
c. Pejabat Teknis.

(6) Pegawai Rumah Sakit berasal dari :

a. Pegawai Negeri Sipil;

b. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja,
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-
undangan; dan

c. Pegawai lain yang diangkat secara kontrak atau
tetap.
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(7) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf b harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

(8) Bagan  Struktur Organisasi Rumah  Sakit
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

2. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal
26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34,
Pasal 36, Pasal 37 Pasal 39, dan Pasal 40, dihapus.

3. Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 41

(1) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang dan Kepala
Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

(2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Direktur adalah jabatan Eselon II.b atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama yang dijabat oleh tenaga
medis.

(4) Wakil Direktur adalah Eselon Ill.a atau jabatan
administrator.

(5) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah Eselon
[II.b atau jabatan administrator.

4. Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 42

(1) Di lingkungan Rumah Sakit ditetapkan jabatan
fungsional sesuai dengan kebutuhan yang
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga
fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas
sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya.

(4) Selain kelompok jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan kelompok
jabatan fungsional yang dipimpin oleh sub-
koordinator yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian dan
Bidang selaku koordinator pada masing-masing
pengelompokan uraian fungsi.
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(5) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) melaksanakan tugas membantu koordinator
dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional
sesuai dengan pengelompokan wuraian fungsi
masing-masing.

(6) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan ayat (5) ditetapkan oleh pejabat pembina
kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

(7) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi
sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

5. Bagian Lampiran diubah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 3 Januari 2022

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

H. NASRUN UMAR
Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 3 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

EMRAN TABRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022 NOMOR 36.
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